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Abstract
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kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang 

disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan 

pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan perjanjian 

lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan 

terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab 

melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.
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A. Pendahuluan

Hak merek sebagai salah satu bagian Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki fungsi yang 

penting dalam dunia perdagangan karena hak ini 

bukan hanya merupakan pembeda antara barang 

dan atau jasa sejenis, melainkan juga berfungsi 

sebagai alat untuk memenangkan persaingan  

dalam merebut pasar konsumen. Di samping itu, 

suatu merek yang telah menjadi merek terkenal  

juga berfungsi sebagai JRRGZLOO dan aset per-

usahaan yang tidak ternilai harganya. Suatu merek 

yang menjadi merek terkenal menjadi andalan 

pengusaha dalam memenangkan persaingan yang 

semakin ketat. Fakta itu menyebabkan merek-

merek terkenal menjadi incaran pemalsuan dan 

penyalahgunaan bagi pihak-pihak yang beritikad 

buruk. Sebagai bagian dari HKI, hak merek 

merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus 

tersebut pada dasarnya bersifat eksklusif dan 

monopolistik di mana hanya pemilik hak yang 

dapat melaksanakan dan menikmati hak khusus ini 

sedangkan orang lain tidak boleh menggunakan-

Q\D�WDQSD�VHL]LQ�SHPLOLNQ\D�1 

Perlindungan terhadap merek terkenal diper-

lukan karena untuk menjadikan suatu merek 

menjadi terkenal dibutuhkan waktu dan biaya 

yang besar, seperti pengiklanan, pendaftaran, dan 

pelisensian di berbagai negara. Untuk membuat 

suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu 

menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu 

produk tertentu diperlukan upaya yang tidak 

mudah, waktu yang lama, serta biaya yang tidak 

sedikit. Sebagai contoh, merek minuman ringan 

Coca Cola dari Amerika Serikat memerlukan 

waktu 100 tahun untuk menjadi merek terkenal. 

Adapun merek Toyota dan McDonald masing-

masing memerlukan waktu 30 dan 40 tahun. Jika 

suatu merek telah menjadi terkenal (ZHOO�NQRZQ�, 

maka merek tersebut akan menjadi kekayaan 

perusahaan yang tinggi nilainya (JRRGZLOO). Akan 

tetapi, tidak dapat dihindari bahwa keterkenalan 

tersebut akan memancing produsen lain untuk 

menjalankan perilaku bisnis curang dengan 

membajak atau meniru merek yang bersangkut-

an. Perilaku ini didasari niat yang buruk untuk 

meraup keuntungan yang besar dengan merugikan 

pemilik merek terkenal.2

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran 

merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak 

terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha 

untuk memenangkan persaingan dalam merebut 

pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur 

dan tidak fair. Akibatnya, pemilik merek menderita 

kerugian. Beberapa di antara perbuatan yang 

mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah 

penggunaan merek yang sama pada pokoknya 

atau sama pada keseluruhannya, tindakan 

SDVVLQJ�RII, penjiplakan mentah-mentah3 (slavish 

LPLWDWLRQ�VODDYVH QDERVWLQJ� dan sebagainya. Atas 

dasar alasan tersebut hak merek perlu dilindungi. 

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek 

tersebut mengacu pada sifat hak merek yang 

bersifat khusus (H[FOXVLYH).4 Hak kebendaan yang 

sifatnya monopoli tersebut dapat dipakai oleh 

RUDQJ�ODLQ�GHQJDQ�L]LQ�GDUL�SHPLOLN�PHUHN��'DODP�

SUDNWHN��L]LQ�LWX�EHUXSD�SHPEHULDQ�OLVHQVL�PHODOXL�

perjanjian lisensi (OLFHQVLQJ�DJUHHPHQW��

Di sisi lain, kontrak lisensi yang menjadi 

dasar ikatan hukum (alas hak) antara pemberi 

lisensi dan penerima lisensi seringkali dilanggar 

sehingga timbul sengketa yang menyangkut hak 

dan kewajiban yang telah mereka sepakati dalam 

kontrak lisensi. Dengan demikian, prinsip itikad 

baik yang diamanatkan oleh hukum kontrak 

terabaikan. Hal yang demikian terjadi dalam 

perkara lisensi merek terkenal Cap Kaki Tiga 

yang sekarang sedang disidangkan di Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat, sedangkan pada merek 

*RRG�<HDU��VHQJNHWD�WLPEXO�DNLEDW�NHWLGDNMHODVDQ�

dalam ketentuan perjanjian lisensi yang tidak 
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mencantumkan batas waktu keberlakuan per-

janjian lisensi. Ketidakjelasan ini membuat pihak 

WHUJXJDW� ELVD� PHQJJXQDNDQ� PHUHN� *RRG� <HDU�

tanpa batas, yang kemudian dipermasalahkan oleh 

penggugat. Agar terbentuk perjanjian lisensi yang 

dapat dijadikan pedoman dan dasar bagai para  

pihak, maka diperlukan penguatan prinsip ke-

bebasan berkontrak dan itikad baik sebagai 

prinsip utama dalam pembuatan dan pelaksanaan 

perjanjian lisensi merek terkenal. Apabila imple-

mentasi kedua prinsip lemah, maka perjanjian 

lisensi berjalan dengan tidak sebagaimana mesti-

nya. Sebaliknya apabila kedua prinsip tersebut  

kuat, maka perjanjian lisensi akan memberikan 

PDQIDDW� \DQJ� VLJQL¿NDQ� NHSDGD� SDUD� SLKDN�

sehingga tujuan perjanjian lisensi dapat tercapai. 

Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan 

itikad itu diharapkan dapat mengatasi berbagai 

permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

perjanjian lisensi merek terkenal. Atas dasar itu, 

artikel ini akan fokus membahas permasalahan 

yang timbul dalam perjanjian lisensi merek 

terkenal serta perlunya penguatan prinsip 

kebebasan kontrak dan itikad baik dalam lisensi 

merek terkenal.

B. Pembahasan

1. Masalah-Masalah yang Timbul 

Prinsip itikad baik yang menjadi landasan 

berlakunya perjanjian lisensi merek tidak bisa 

menjamin bahwa perjanjian tersebut akan 

berlangsung secara aman dan lancar. Prinsip 

SDFWD� VXQW� VHUYDQGD yang terdapat dalam Pasal 

1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek (B.W.) dengan 

WHJDV� PHQ\DWDNDQ� EDKZD� ³VHPXD� SHUVHWXMXDQ�

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Prinsip itu mengamanatkan bahwa sebagai suatu 

persetujuan, perjanjian lisensi merupakan suatu 

aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang 

membuatnya. Aturan itu bersifat memaksa, karena 

apabila tidak ditaati akan berpotensi menimbulkan 

sengketa hukum. Hal itu dipertegas lagi dalam 

Pasal 1338 ayat (2) B.W. yang menyatakan bahwa 

³SHUVHWXMXDQ�SHUVHWXMXDQ� LWX� WLGDN� GDSDW� GLWDULN�

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, 

atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Prinsip bahwa persetujuan itu berlaku sebagai 

undang-undang bagi pembuatnya kadangkala 

diabaikan oleh para pihak. Para pihak membuat 

kesalahan yang mengakibatkan kerugian pihak 

lainnya. Kesalahan itu terjadi karena kesengajaan 

yang dipicu oleh beberapa faktor. Kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan 

tersebut membuat prinsip itikad baik yang 

diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) B.W. menjadi 

terabaikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan 

persoalan dalam perjanjian lisensi merek terkenal. 

Tulisan ini akan membahas beberapa hal di 

antaranya.

Pertama, pemutusan perjanjian secara 

sepihak di tengah jalan adalah salah satu pemicu 

persoalan dalam perjanjian lisensi. Karena 

pemutusan ini akan merugikan pihak yang lain 

(terutama jika dilakukan oleh pihak pemberi 

lisensi), maka sangat mungkin pihak lawan akan 

mengajukan gugatan. Ada beberapa alasan yang 

bisa diajukan oleh pemberi lisensi sebagai dasar 

pembatalan perjanjian lisensi secara sepihak. 

Misalnya, penerima lisensi tidak membayar 

royalti sebagaimana yang diperjanjikan; penerima 

lisensi memproduksi barang di luar jumlah yang 

diperjanjikan; penerima lisensi memproduksi 

barang di luar wilayah yang ditentukan; atau 

penerima lisensi terus memproduksi barang atau 

jasa meskipun kontrak lisensinya telah berakhir. 

Adapun beberapa alasan bagi penerima lisensi 

untuk meminta pembatalan perjanjian lisensi 

misalnya adalah penaikan secara sepihak jumlah 

royalti yang harus dibayarkan; pembatasan jumlah 

produk yang boleh diproduksi oleh penerima 

lisensi; atau pembatasan wilayah keberlakuan 

perjanjian lisensi.

Apabila pemberi lisensi memutuskan 

perjanjian lisensi, penerima lisensi dirugikan karena 

ia telah mengeluarkan biaya yang besar untuk 

berinvestasi. Investasi yang telah ditanamkannya 
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akan hilang sebelum meraih keuntungan. Di 

samping menderita kerugian materiil, penerima 

lisensi juga kehilangan kesempatan untuk 

menggunakan dan memproduksi barang/jasa di 

bawah nama merek yang bersangkutan. Kerugian 

immateriil ini seringkali lebih besar nilainya jika 

dibandingkan dengan kerugian materiil karena 

merupakan suatu kebanggaan bagi penerima  

lisensi untuk menggunakan merek yang ber-

sangkutan. Rasa bangga terhadap merek yang 

dilisensikannya merupakan suatu hal yang tidak 

bisa dinilai dengan uang.

Rancangan keputusan presiden yang meng-

atur tentang lisensi merek juga mengatur tentang 

hak penerima lisensi untuk menuntut pembatalan 

perjanjian lisensi dengan alasan salah satu pihak 

tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana 

mestinya. Hak tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan derajat antara pemberi dan penerima 

lisensi. Meskipun demikian jarang sekali ditemu-

kan dalam praktik pemutusan perjanjian yang 

dilakukan oleh penerima lisensi. Praktik yang  

umum adalah pemutusan tersebut dilakukan oleh 

pemberi lisensi. Ini menunjukkan dominasi pem-

beri lisensi yang begitu kuat sehingga pemutusan 

perjanjian sepihak ini dapat menimbulkan ke-

rugian bagi penerima lisensi.

Beberapa kemungkinan tersebut amat rentan 

terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, para 

pihak harus mengantisipasinya. Antisipasi itu 

merupakan suatu hal yang amat penting demi 

menjamin kelancaran dan manfaat perjanjian 

lisensi. Pelaksanaan kontrak lisensi di Amerika 

GDQ� QHJDUD�QHJDUD� 8QL� (URSD� PLVDOQ\D� VHODOX�

mencantumkan ketentuan mengenai pembatalan 

perjanjian di tengah jalan supaya masing-masing 

pihak mengetahui dan memahaminya.5 Jika 

penerima lisensi akan memutuskan perjanjian di 

tengah jalan, maka rencana pemutusan itu harus 

diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi 

lisensi dan begitu pula sebaliknya. Pemutusan 

akan mulai berlaku sebulan ke depan (ada pula 

SHUDWXUDQ� \DQJ� PHPDQGDWNDQ� ZDNWX� ��� KDUL� NH�

depan), sehingga para pihak memiliki waktu untuk 

mempersiapkan perubahan operasional perusaha-

an dan menghindari kerugian. Hal yang demikian 

ini merupakan suatu hal yang baik, karena dalam 

kontrak lisensi merek, investasi yang ditanamkan 

oleh penerima lisensi jumlahnya sangat besar dan 

menyangkut tenaga kerja yang banyak pula.

'L� 8QL� (URSD� GDQ� $PHULND�� berdasarkan 

contoh kontrak lisensi yang ada, pemutusan per- 

janjian secara sepihak bisa dilakukan karena be- 

berapa hal. Pertama, penerima lisensi tidak 

konsisten dalam menggunakan merek yang 

dilisensikan. Kedua, penerima lisensi tidak mem-

bayar royalti sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Ketiga, penerima lisensi tidak menjaga kualitas 

produk yang dihasilkan. Jika pemutusan tersebut 

diajukan oleh penerima lisensi, pemberitahuan 

harus diberitahukan kepada pemberi lisensi 

dalam waktu 3 bulan sebelum pemutusan 

perjanjian. Setelah pemutusan berlaku, penerima 

lisensi tidak boleh lagi menggunakan merek 

yang bersangkutan. Ketentuan tersebut sangat 

baik dan perlu untuk dipertimbangkan untuk 

diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian lisensi 

di Indonesia, mengingat di Indonesia seringkali 

terjadi permasalahan terkait dengan pembatalan 

perjanjian lisensi di tengah jalan. 

Kedua, masalah penggunaan merek baru 

oleh penerima lisensi di tengah masa berlaku 

perjanjian lisensi. Merek baru ini seringkali 

merupakan merek penerima lisensi sendiri yang 

diciptakan untuk ekspansi usaha. Keberadaan 

merek baru yang digunakan pada produk barang 

yang sama bisa mengurangi penjualan produk 

barang atau jasa yang menggunakan merek 

yang dilisensikan sehingga merugikan pemberi 

lisensi. Untuk mengatasi permasalahan ini, 

dalam perjanjian lisensi sebaiknya diperjanjikan 

mengenai kebolehan penggunaan merek baru. 

5� 'DYLG�-��)UDQNO\Q��³7KH�$SSDUHQW�0DQXIDFWXUHU�'RFWULQH��7UDGHPDUN�/LFHQVRU�DQG�WKH�7KLUG�5HVWDWHPHQW�RI�7RUWV´��&DVH�:HVWHUQ�5HVHUYH�

/DZ�5HYLHZ, Vol. 49, Summer 1999, hlm. 8.
�� ,ELG�, hlm. 15.
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Penggunaan merek baru amat mungkin terjadi 

sehingga harus diantisipasi oleh para pihak. Ada 

yang mengharuskan bahwa jika penerima lisensi 

bermaksud menggunakan merek baru, maka 

penerima lisensi harus mengonsultasikannya ter-

lebih dahulu dengan pemberi lisensi agar pemberi 

lisensi dapat mengantisipasinya dalam kontrak 

lisensi. Semata-mata hal ini ditegakkan untuk 

melindungi kepentingan pemberi lisensi, karena 

sebagai pemilik merek, pemberi lisensi tidak mau 

dirugikan dengan tindakan penerima lisensi yang 

cenderung akan merugikannya. Pemakaian merek 

baru tersebut harus dikonsultasikan dan disetujui 

oleh pemberi lisensi, karena sangat mungkin 

merek baru menjadi ancaman atau kompetitor 

merek yang dilisensikan. 

Ketiga, masalah di mana mantan penerima 

lisensi memproduksi barang/jasa di bawah merek 

lain namun sebenarnya berkualitas sama persis 

dengan barang/jasa yang pernah dilisensikan oleh 

mantan pemberi lisensi. Kondisi ini akan mem- 

buat mantan pemberi lisensi selaku pemilik merek 

akan menderita kerugian, karena berpotensi 

mengurangi jumlah penjualan produk barang 

atau jasanya. Pemilik merek akan mendapat- 

kan kompetitor baru yang tidak lain merupakan 

mantan penerima lisensi mereknya. Untuk meng-

atasi kemungkinan seperti itu, sebaiknya dalam 

perjanjian lisensi diperjanjikan bahwa setelah 

perjanjian lisensi berakhir, penerima lisensi tidak 

diperbolehkan lagi berusaha di bidang yang sama 

dengan pemilik merek.

Beberapa masalah yang mungkin timbul ter-

sebut mengindikasikan bahwa perjanjian lisensi 

sebenarnya rawan terhadap sengketa jika tidak 

dibuat secara lengkap dan terbuka. Masing-masing 

pihak dituntut untuk memahami dan mengerti 

isi dan maksud perjanjian. Setelah perjanjian 

ditandatangani, para pihak wajib melaksanakan- 

nya dengan itikad baik. Oleh karena itu, agar 

perjanjian lisensi berjalan dengan lancar dan tidak 

merugikan salah satu pihak, perjanjian tersebut 

harus dibuat secara adil dan terbuka. Para pihak 

juga harus menyatakan persetujuan masing- 

masing secara sukarela dan tanpa paksaan.  

Sebelum para pihak membuat dan menanda-

tangani kontrak lisensi, perlu dipikirkan 

pembuatan kontrak lisensi yang humanis, yang 

menguntungkan semua pihak. Hal ini semata-

mata sebagai tuntutan bahwa perjanjian lisensi 

merupakan suatu kontrak yang berdasarkan 

prinsip konsensualisme dan itikad baik. Jika 

tidak dilaksanakan berdasarkan itikad baik, akan 

terjadi sengketa di antara para pihak, seperti yang 

terjadi dalam kasus merek *RRG�<HDU�yang telah 

diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan 

No. 019K/N/HaKI/2004 tertanggal 15 Februari 

2005. Pada pokoknya, putusan ini menyatakan 

bahwa perjanjian lisensi yang telah dibuat para 

pihak menjadi dasar berlakunya perjanjian, 

sehingga para pihak harus mematuhinya. Putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta No. 19/Merek/2004/

PN.Niaga dalam perkara tersebut juga menyata-

kan hal yang sama, bahwa perjanjian lisensi 

menjadi dasar berlakunya perjanjian dan para 

pihak harus mematuhinya. 

Dalam kasus *RRG� <HDU, masa perjanjian 

lisensi tidak dibuat secara jelas sehingga me-

munculkan sengketa. Karena tidak ada batas waktu 

berlakunya perjanjian lisensi, pihak tergugat bisa 

menggunakan merek *RRG� <HDU� tanpa batas, 

hal mana yang kemudian dipermasalahkan oleh 

penggugat. Penggunaan merek *RRG�<HDU tersebut 

oleh penggugat dianggap sebagai pelanggaran. 

Tergugat menolak tuduhan pelanggaran tersebut 

dengan mendalilkan bahwa perjanjian yang telah 

dibuatnya dengan penggugat memperbolehkan 

penggunaan yang demikian, dan bahwa selama 

perjanjian berlangsung tergugat telah membayar 

royalti sebagaimana yang ditentukan. Pembayaran 

royalti tersebut terus dilakukan sehingga ada 

alasan bagi tergugat untuk menggunakan merek 

*RRG� <HDU tanpa batas waktu sesuai dengan isi 

perjanjian. Perjanjian lisensi tersebut memang aneh 

dan tidak umum, karena biasanya dalam setiap 

perjanjian lisensi jangka waktu perjanjiannya 

ditentukan secara tegas. Oleh karena itu, supaya 

tidak menimbulkan sengketa, perjanjian lisensi 
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merek harus dibuat secara lengkap, jelas dan 

akurat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir 

pada para pihak. Jika tidak lengkap, maka 

para pihak akan menafsirkan sesuai dengan 

kehendaknya, yang berakibat merugikan pihak 

lain. Itikad baik dalam perjanjian lisensi menjadi 

tidak berguna, jika perjanjiannya dibuat dengan 

banyak celah yang memungkinkan pihak lain 

berbuat dan menafsirkannya secara tidak tepat. 

Itikad baik dalam perjanjian lisensi merek harus 

diimbangi dengan perjanjian yang baik dan 

tidak memungkinkan pihak lain menafsirkan 

sesuai dengan kehendaknya, dengan kata lain, 

perjanjiannya harus bersifat satu tafsir, dan tidak 

membuka kesempatan pihak lain untuk berbeda 

tafsir. 

2. Penguatan Prinsip-prinsip Hukum Kon-

trak dalam Lisensi Merek Terkenal 

Mengingat bahwa perjanjian lisensi merek 

terkenal tersebut rentan terhadap berbagai masalah 

yang timbul, maka diperlukan suatu penguatan 

terhadap prinsip utama hukum kontrak yang 

menjadi landasan berlakunya perjanjian. Prinsip 

tersebut adalah prinsip kebebasan berkontrak dan 

prinsip itikad baik.

a) Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini pada asasnya menegaskan bahwa 

perjanjian lisensi merek dibuat berdasarkan 

kebebasan berkontrak (freedom of contract). Ke-

bebasan berkontrak diterapkan dalam pembuatan 

perjanjian lisensi merek. Para pihak diberi ke-

bebasan untuk merumuskan isi perjanjian lisensi 

sesuai dengan kehendaknya masing-masing yang 

menyangkut berapa royalti yang harus dibayar, 

waktu pembayaran royalti, penyelesaian sengketa, 

dan berakhirnya perjanjian lisensi. Berdasar 

prinsip ini para pihak diharapkan memperoleh 

keuntungan yang diharapkan. Pemilik merek se-

laku licensor akan mendapatkan manfaat ekonomi 

yang besar, demikian pula penerima lisensi. Hal 

LQL� VHEDJDLPDQD� GLNDWDNDQ� ROHK� <RKDQHV� 6RJDU�

Simamora bahwa kebebasan berkontrak amat 

penting dalam mendukung kepentingan para 

pelaku ekonomi.7 Pendapat Simamora tersebut 

diilhami oleh pendapat Atiyah yang menyatakan 

bahwa isi kontrak pada umumnya berkaitan  

dengan pertukaran ekonomi (HFRQRPLF� H[�

FKDQJH).8 Oleh karena itu, lebih lanjut Simamora 

menyatakan bahwa hukum kontrak merupakan 

instrumen hukum yang mengatur terjadinya 

pertukaran itu dan sekaligus memberikan per-

lindungan bagi pihak yang dirugikan.9

Terkait dengan perjanjian lisensi merek,  

prinsip kebebasan berkontrak tersebut diimple-

mentasikan ke dalam isi/substansi perjanjian yang 

menyangkut antara lain mengenai pembayaran 

royalti, masa berlaku perjanjian lisensi, penye-

lesaian sengketa, dan sebagainya. Dalam Pasal 43 

sampai dengan 49 UU 15/2001 (Undang-Undang 

Merek (UUM)) tidak ada ketentuan mengenai 

berapa royalti yang harus dibayar oleh licensee 

(penerima lisensi) kepada licensor (pemberi 

lisensi). Demikian juga mengenai teknis pem-

bayarannya, apakah tiap bulan, tiap tahun, semua 

diserahkan pada para pihak untuk mengaturnya 

dalam perjanjian. Hal yang menyangkut mengenai 

berakhirnya perjanjian juga tidak diatur. Namun 

dalam Pasal 19 Rancangan Keppres tentang 

Lisensi Merek, berakhirnya perjanjian lisensi bisa 

disebabkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. 

Ini berarti bahwa para pihak boleh mengatur 

berakhirnya perjanjian lisensi dalam perjanjian 

OLVHQVL� \DQJ� GLEXDWQ\D�� ,QL�PHUHÀHNVLNDQ� EDKZD�

atas dasar kebebasan berkontrak, para pihak bisa 

membuat aturan tentang kapan perjanjian lisensi 

itu berakhir.

Hal terakhir yang juga para pihak boleh 

mengaturnya adalah mengenai aspek penye- 

lesaian sengketa. Biasanya dalam kontrak apapun 

7� <RKDQHV� 6RJDU� 6LPDPRUD�� ������3ULQVLS�+XNXP�.RQWUDN� GDODP� 3HQJDGDDQ� %DUDQJ� GDQ� -DVD� ROHK� 3HPHULQWDK, Disertasi, Program  

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 33.
8 ,ELG., hlm. 27.
9 ,ELG�
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termasuk kontrak lisensi, aspek penyelesaian 

sengketa ini diatur dalam pasal tersendiri. Adapun 

substansi pasal aspek penyelesaian sengketa ini 

berisi antara lain jenis penyelesaian sengketa 

yang didasarkan atas kebebasan dan keinginan 

para pihak dengan berpedoman pada aspek 

penyelesaian sengketa yang telah ada misalnya 

melalui pengadilan, arbitrase maupun alternatif 

penyelesaian sengketa lainnya. Meskipun pada 

dasarnya perjanjian lisensi merek dibuat atas 

dasar kebebasan berkontrak, namun dalam hal-

hal tertentu perjanjian ini juga dibatasi oleh 

ketentuan undang-undang, dalam artian ada 

ketentuan undang-undang yang tidak boleh 

disimpangi. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 

47 ayat (1) UUM yang melarang perjanjian lisensi 

memuat ketentuan baik yang langsung maupun 

tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang 

merugikan perekonomian Indonesia atau me- 

muat pembatasan yang menghambat kemampu-

an bangsa Indonesia dalam menguasai dan 

mengembangkan teknologi pada umumnya.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UUM tersebut 

sifatnya memaksa, sehingga harus dipatuhi oleh  

para pihak. Jika dilanggar oleh para pihak, maka 

perjanjian tersebut tidak dapat didaftarkan pada 

kantor Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jen-

deral HKI akan menolak pendaftaran perjanjian 

lisensi yang melanggar ketentuan Pasal 47 

ayat (1) tersebut. Sedangkan pendaftaran dan 

pencatatan perjanjian lisensi merupakan salah 

satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para 

pihak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 

ayat (3) UUM. Jika tidak didaftarkan, perjanjian 

lisensi tersebut tidak akan berlaku bagi para pihak 

yang bersangkutan dan pihak ketiga.

Perjanjian lisensi merek terkait erat dengan 

aspek ekonomi. Bagi para pihak keuntungan 

ekonomis akan menjadi tujuan yang utama. Di sisi 

lain, perjanjian itu juga mendatangkan keuntung- 

an yang bersifat ekonomis bagi negara. Keberada-

an perjanjian lisensi merek akan diikuti dengan 

aktivitas bisnis yang lain seperti pendirian pabrik 

baru (investasi baru), perekrutan tenaga kerja baru, 

dan bagi negara akan mendatangkan pendapatan 

berupa pajak, karena setiap aktivitas bisnis harus 

membayar pajak. Jika aktivitas itu berlangsung 

dalam kurun waktu yang lama, maka pada 

jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi negara. Dari aspek ini, jelas perjanjian 

lisensi merek sangat mendukung negara dalam 

memajukan pertumbuhan ekonomi. Atas dasar 

itu, negara berkepentingan agar perjanjian lisensi 

di Indonesia tidak merugikan perekonomian 

Indonesia atau menghambat kemajuan teknologi. 

Justru sebaliknya, keberadaan perjanjian lisensi 

harus dapat mendukung pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian dan mengembang-

kan teknologi. Hal itu bisa terlaksana misalnya 

dengan cara mengatur agar bahan-bahan baku 

untuk memasok kebutuhan bahan baku diambil  

dari Indonesia, pendayagunaan tenaga kerja 

lokal, dan sebagainya. Pada aspek pengembangan 

teknologi, perjanjian lisensi merek yang meng-

gunakan mesin-mesin baru dalam mengolah 

produksi barang harus dapat memberikan nilai 

tambah bagi negara dalam hal alih teknologi.

Implementasi prinsip kebebasan berkontrak 

dalam perjanjian lisensi merek antara lain dalam 

hal pembayaran royalti. Royalti yang harus di-

bayar oleh penerima lisensi kepada pemilik merek 

selaku pemberi lisensi sepenuhnya tergantung  

pada kesepakatan mereka bersama. Para pihak 

bebas dalam menentukan kapan pembayaran 

itu harus dilaksanakan dan mengenai besarnya 

Undang-undang Merek tidak menentukan menge-

nai hal itu. Atas dasar itu, pembayaran royalti 

ada yang dilakukan setiap enam bulan atau setiap 

tahun sekali. Jika dilakukan setiap enam bulan, 

besarnya dihitung dari setiap unit barang yang 

diproduksi dalam jangka waktu enam bulan atau 

setiap unit barang yang terjual dalam periode 

enam bulan. Demikian juga jika dilakukan setiap 

tahun, besarnya royalti dihitung dari setiap unit 

barang yang diproduksi selama setahun atau setiap 

unit barang yang terjual selama setahun. Rahmi 

Jened menyatakan bahwa penetapan besarnya 

pembayaran royalti pada umumnya didasarkan 
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pada total penjualan penerima lisensi.10 Para pihak 

bebas untuk menentukan model pembayaran yang 

mereka sukai dalam perjanjian lisensi merek. 

Selain itu, para pihak juga bebas untuk mem- 

buat isi perjanjian yang menyangkut pembatalan 

perjanjian lisensi di tengah jalan, jika salah satu 

pihak melakukan kesalahan atau tidak melak-

sanakan kewajibannya. Hal yang demikian juga 

terdapat di berbagai negara seperti di Amerika 

GDQ� 8QL� (URSD�11 Pelaksanaan kontrak lisensi di  

$PHULND� GDQ� QHJDUD�QHJDUD� 8QL� (URSD� PLVDO�

nya selalu mencantumkan ketentuan mengenai 

pembatalan perjanjian di tengah jalan, supaya  

masing-masing pihak mengetahui dan mema-

haminya. Jika penerima lisensi akan memutuskan 

perjanjian di tengah-tengah kontrak sedang 

berjalan, maka hal itu harus diberitahukan 

terlebih dahulu kepada pemberi lisensi, begitu 

juga sebaliknya, dan pemutusan itu mulai berlaku 

sebulan ke depan, sehingga bisa dilakukan yang 

terbaik terkait dengan operasional perusahaan. 

b) Prinsip Itikad Baik

Penguatan terhadap prinsip itikad baik sangat 

mutlak diperlukan karena para pihak sulit menerka 

apa yang terkandung dalam isi hati masing- 

masing. Oleh karena itu diperlukan adanya kesa- 

daran untuk melaksanakan isi perjanjian sebaik 

mungkin. Simamora menyatakan bahwa prinsip 

itikad baik �JRRG� IDLWK� mempunyai fungsi yang 

sangat penting dalam hukum kontrak. Prinsip  

itikad baik tidak saja berlaku pada tahap pe-

laksanaan, tetapi juga pada tahap penandatangan 

dan tahap sebelum ditutupnya suatu kontrak.12 

Lebih jauh beliau berpendapat bahwa terdapat 

dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentu-

kan dalam Pasal 1338 ayat (3) B.W. Dalam kaitan 

ini itikad baik atau ERQD� ¿GH diartikan sebagai 

perilaku patut dan layak antar kedua belah pihak 

�UHGHOLMNKHLG� HQ� ELOLMNKHLG). Pengujian apakah 

suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan 

pada norma-norma obyektif yang tidak tertulis. 

Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan 

tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya 

pembayaran dengan itikad baik sebagaimana 

GLDWXU�GDODP�3DVDO������%�:�13

Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal 

yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian. 

Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian biasa-

nya bermula dari itikad baik dari para pihak 

dalam melaksanakan perjanjian yang mereka  

buat bersama. Amanat yang diberikan Pasal 

1338 ayat (3) B.W. telah tegas bahwa para pihak 

dituntut kejujurannya untuk melaksanakan per-

janjian yang telah mereka buat sebelumnya 

dengan itikad baik. Itikad baik itu tidak hanya 

dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam 

pembuatan perjanjian.14

Prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi 

merek dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang  

hidup dalam masyarakat dan tuntutan isi dalam 

perjanjian itu sendiri. Itikad baik itu terimple-

mentasi pada hak dan kewajiban masing-masing 

pihak secara seimbang dan harus dilaksanakan 

dengan baik oleh para pihak. Masing-masing 

pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak 

merugikan pihak lainnya. Baik licensor maupun 

licensee tidak boleh melanggar kesepakatan yang 

telah mereka buat sebelumnya. Dalam tahap 

pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para pihak 

dituntut untuk melaksanakan klausula yang 

telah menjadi kesepakatan bersama, yang antara 

lain tentang hak dan kewajiban, pembayaran 

royalti, pengakhiran perjanjian lisensi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad baik 

dalam perjanjian lisensi merek memerlukan 

kejujuran sebagai landasan operasionalnya. Asas 

itikad baik ini sangat penting, karena salah satu 

alasan timbulnya perselisihan adalah pelang- 

10 Rahmi Jened, 2007, +DN�.HND\DDQ�,QWHOHNWXDO��3HQ\DODKJXQDDQ�+DN�(NVNOXVLI, Airlangga University Press, Surabaya� hlm. 231.
11 David J. Franklyn, 2S�FLW�, hlm. 8.
12� <RKDQHV�6RJDU�6LPDPRUD��2S�FLW���KOP�����
13 ,ELG�
14 ,ELG., hlm. 37.
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garan kontrak perjanjian lisensi HKI. Hal itu 

terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga No. 14/

Merek/2008/PN.Niaga Jkt.Pst dan Putusan Mah-

kamah Agung No. 440/K/Pdt.Sus/2008 tentang 

pembatalan merek ALAIA. Dalam kasus tersebut 

baik Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung 

EHUSHQGDSDW�EDKZD�EHUGDVDUNDQ�3DVDO����D\DW�����

UUM gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa 

batas waktu apabila merek yang bersangkutan 

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, 

atau ketertiban umum. Menurut penjelasan Pasal 

���D\DW�����WHUPDVXN�GDODP�SHQJHUWLDQ�EHUWHQWDQJ�

an dengan ketertiban umum adalah adanya itikad 

tidak baik. Dalam kasus itu tergugat mendaftarkan 

merek ALAIA yang mengandung persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek penggugat ALAIA. Merek tergugat di-

daftarkan sejak tanggal 2 Mei 2008, sementara 

penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan 

tanggal 10 Maret 2009. Pengadilan berpendapat 

bahwa meskipun gugatan pembatalan telah 

melampaui waktu, tetapi karena merek ALAIA 

didaftarkan oleh tergugat dengan itikad tidak  

baik, maka gugatan tetap dapat diterima. Peng-

adilan berpendapat tergugat beritikad tidak baik 

karena ia mendaftarkan merek yang mengandung 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek penggugat. Pendirian yang serupa 

juga terkandung dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 274PK/Pdt/2003 tentang pembatalan 

pendaftaran merek terkenal PRADA� 

Dalam kedua kasus tersebut itikad baik 

menjadi syarat utama, khususnya dalam hal 

pendaftaran merek maupun dalam pelaksanaan 

perjanjian lisensi merek terkenal. Oleh karena 

itu perjanjian lisensi merek harus dilaksanakan 

berdasarkan prinsip itikad baik supaya tidak 

timbul sengketa di kemudian hari. Asas itikad 

baik dalam perjanjian lisensi merek juga tersirat 

dalam Pasal 48 UUM, yang menyatakan bahwa 

penerima lisensi yang beritikad baik, tetapi 

kemudian lisensinya dibatalkan atas dasar adanya 

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 

dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak 

melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian  

lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jelas melindungi 

adanya itikad baik penerima lisensi bahwa 

mereka tetap berhak menggunakan suatu merek  

yang dibatalkan oleh pengadilan karena mengan- 

dung persamaan pada pokoknya atau keseluruh-

annya dengan merek lain yang terdaftar. Itikad 

baik penerima lisensi dalam hal ini berupa 

ketidaktahuan bahwa ternyata merek yang 

digunakannya bermasalah di kemudian hari, 

namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak 

mengetahuinya. Lebih lanjut Pasal 48 ayat 

(2) dan (3) UUM menyatakan bahwa sebagai  

seorang yang beritikad baik ia tidak diwajibkan 

membayar royalti kepada pemilik merek yang 

dibatalkan, tetapi kepada pemilik merek yang 

sebenarnya. Jika pembayaran royalti terlebih 

dahulu telah dibayarkan sekaligus pada pemberi 

lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus 

menyerahkan bagian dari royalti kepada pemilik 

merek yang tidak dibatalkan yang besarnya 

sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian  

lisensi. 

Apa yang terkandung dalam ketentuan di 

atas merupakan bukti bahwa asas itikad baik 

telah menjadi salah satu persyaratan dalam pem- 

buatan perjanjian lisensi merek. Para pihak harus  

menjunjung tinggi prinsip tersebut agar perjanji-

an lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak 

menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh 

karena itu, demi mendukung terlaksananya per- 

janjian lisensi merek yang aman dan meng-

untungkan bagi para pihak, diperlukan adanya 

kesadaran dan kejujuran bagi para pihak untuk 

melaksanakan prinsip kebebasan berkontrak 

dan itikad baik. Kesadaran dan kejujuran itu 

pada akhirnya merupakan sarana penguatan bagi  

kedua prinsip tersebut. Di sisi lain, apabila timbul 

sengketa terkait dengan kedua prinsip tersebut,  

para pihak dituntut untuk konsekuen dan jujur 

tentang substansi perjanjian sehingga pada 

akhirnya perjanjian yang telah dibuat dapat 
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dijadikan sebagai sarana untuk mematuhi dan 

melaksanakan perjanjian dengan rasa penuh 

tanggung jawab.

C. Penutup

Penguatan prinsip kebebasan berkontrak 

dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan 

pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan 

mengingat keberlangsungan pelaksanaan 

perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada 

niat baik para pihak untuk melaksanakan isi 

perjanjian secara baik dan konsekuen. Penguatan 

terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala 

para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab 

melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka 

DAFTAR PUSTAKA

sepakati bersama dan jika terjadi sengketa di antara 

mereka, maka para pihak harus menempuh cara 

penyelesaian yang telah disepakati bersama baik 

melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian 

sengketa yang lain. Pelaksanaan perjanjian lisensi 

merek terkenal membutuhkan itikad baik dari 

para pihak untuk selalu berbuat jujur dan tidak 

menyimpang dari kesepakatan yang tercapai pada 

saat pembuatan kontrak sebagai implementasi dari 

prinsip kebebasan berkontrak. Agar perjanjian itu 

terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya 

kesadaran dan kejujuran dari para pihak, sehingga 

prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik 

dapat berjalan sesuai dengan kemanfaatan yang 

diharapkan.
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